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Abstract    
China in the 21st century is highly different than it has before. A present China is like a 
giant that has just woke up from his sleep. While many of the nations busy with the 
thinking of socialist China, it has turned to a new capitalist state. Shifting the identity, 
China has restored the old times merchant and borguoise class, while the Chinese also 
change their appearance in public. Roads, buildings, industries are expanding. 
Economic change its rules. Furthermore, the consitution is a subject to change, to have 
the new identity of China. Foreigner that has come to China thirty years ago will amaze 
of what he finds now, a really different identity of China.  
 
Pendahuluan  
  Republik Rakyat Cina (Cina)2 adalah salah satu negara besar di dunia. Bila 
dilihat secara luas geografis, Cina menduduki posisi ketiga setelah Rusia dan Kanada, 
sedangkan bila dilihat dari jumlah penduduk, Cina adalah negara terbesar di dunia 
dengan total jumlah penduduk mencapai 1,3 milyar jiwa. Dengan jumlah penduduk 
yang demikian besar ada dua pilihan bagi Cina, yaitu penduduk sebagai beban 
(burden) atau penduduk sebagai pendorong (engine) bagi perkembangan negara 
tersebut. Pilihan ini juga terkait dengan bentuk dasar negara itu sendiri, dimana Cina 
berbentuk sebagai negara Republik Rakyat, yang dalam Bahasa Cina disebut sebagai 
Zhonghua Renmin Gongheguo. 
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  Dasar negara Cina mengatakan bahwa negara Cina berdasarkan atas ide 
sosialis yang berangkat dari pemikiran Karl Marx dan Lenin. Pemikiran ini oleh bangsa 
Cina selanjutnya disempurnakan dengan pemikiran dari Mao Zedong sebagai bapak 
pendiri RRC. Sejalan dengan reformasi yang dijalankan Cina sejak awal tahun 1980-an 
pemikiran ini kemudian disempurnakan lagi dengan pemikiran Deng Xiaoping. Dengan 
demikian ada 4 (empat) dasar pemikiran bagi negara Cina yaitu Marx, Lenin, Mao dan 
Deng.  
   Berdirinya negara Cina sebagai Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 
1949 sendiri menandai berakhirnya masa penguasa militer dan Republik Cina 
Nasionalis. Pada tahun 1949 ini Partai Kuo Min Tang sebagai penguasa Republik Cina 
Nasionalis yang dipimpin oleh Presiden Chiang Kai Shek akhirnya harus menyingkir ke 
Pulau Taiwan dan terus bertahan disana hingga saat ini. Berdirinya RRC juga 
menandai identitas baru Cina pada saat itu, yaitu dari berbagai identitas Nasionalis 
yang lebih bersifat liberal menjadi identitas sosialis dengan ciri kesamaan dan 
kesederajatan seluruh masyarakat Cina.  
   Tidak heran pada masa kepemimpinan Mao Zedong, kita melihat berbagai 
kesamaan dalam masyarakat Cina. Tingkat kesejahteraan sangat merata. Tidak ada 
penduduk yang terlihat kaya, meskipun tidak ada juga penduduk yang terlihat 
kekurangan. Kebutuhan masyarakat dicukupi oleh negara meski hanya dalam tingkat 
kebutuhan dasar saja. Untuk memperkuat identitas sosialis ini pada tahun 1951-1953, 
Mao melancarkan gerakan “Tiga Anti” dan juga gerakan “Lima Anti”. Para intelektual 
yang dianggap memiliki identitas yang berbeda juga harus menjalani “cuci otak”. 
(Wibowo, 2000:45) Sosialisme sebagai ideologi dan identitas masyarakat jelas 
mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah Mao.  
  Perkembangan tiap-tiap kota di Cina juga menunjukkan kemajuan yang merata. 
Kecuali Ibu Kota Beijing, hampir tidak terlihat pembangunan fisik yang menyolok di 
Cina. Rumah-rumah yang berbentuk sama dan juga dengan lebar dan tinggi yang sama 
adalah ciri masyarakat Cina pada masa itu. Identitas Cina adalah kesamaan, baik 
secara ekonomi, maupun pembangunan fisik. Orang kaya bukanlah bagian dari 
masyarakat Cina, sama halnya dengan bangunan tinggi yang pada saat itu sudah mulai 





  Sejalan dengan itu, Cina pada masa Mao juga meninggalkan identitas nasionalis 
dan juga identitas tradisional Cina masa Dinasti atau masa feodalisme. Pada masa Mao 
semakin ditekankan tidak bolehnya masyarakat Cina yang laki-laki untuk berambut 
panjang dan dikuncir. Demikian juga pakaian Cina tradisional ditinggalkan karena 
dianggap sebagai warisan dari feodalisme. Pakaian orang Cina pada masa itu adalah 
perkembangan dari pakaian yang digunakan oleh petani Cina, yang lebih diperbaharui. 
Namun demikian, setelan jas dengan dasi tidak digemari karena dianggap sebagai 
identitas golongan nasionalis yang cenderung bersifat kapitalis dan liberal. Jadi kita 
akan sangat sulit menemukan foto Mao Zedong atau Deng Xiaoping yang mengenakan 
setelan Jas, meskipun itu adalah acara kenegaraan di dalam negeri atau di luar negeri 
yang melibatkan pihak asing. 
  Hal ini sangat berbeda dengan kenyataan yang dapat dilihat di Cina pada saat 
ini. Ibu kota Beijing misalnya, bangunan tinggi seperti pohon-pohon menjamur hingga 
ke pinggiran kota dan seperti tak berujung. Hal serupa itu juga terlihat hingga ke 
berbagai kota lain di provinsi-provinsi dekat pantai. Dari Nanning, ibukota Provinsi 
Guangxi, yang berbatasan dengan Vietnam, hingga 200 km ke utara di kota Liuzhou 
kita selalu melihat gedung bertingkat, pabrik-pabrik, perkantoran hingga jalan bebas 
hambatan yang nyaman. Demikian juga halnya jika kita meneruskan lagi 200 km ke 
utara, ke arah kota Guilin. Hal yang sama kita temukan lagi bila melakukan perjalanan 
dari  Guangzhou ke Shenzhen yang berjarak 150 km, pemandangannya cukup 
monoton dengan banyaknya bangunan dan hanya sesekali diselingi lahan hijau. 
(Dharmawan, 2006:xiv)    
  Pada dasawarsa terakhir, pembangunan ekonomi Cina juga memunculkan 
lapisan kelas menengah yang baru, yang lebih kaya dan makmur, lebih 
berpengetahuan, dan lebih cerdas dan tajam dalam melihat perbedaan. Mereka-mereka 
inilah yang mengganti kendaraannya dari sepeda ke mobil. Michal Du, seorang 
pengusaha Cina, pada tahun 2004 masih menggunakan sepeda listrik, tapi pada tahun 
2006 telah mengendarai mobil BMW seri 320i berwarna silver. Ia juga telah 
meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan pabrik mobil dan merintis karier baru 
sebagai senior account director pada Fleishman Hillard Link Ltd., sebuah perusahaan 





perubahan dalam identitas masyarakat Cina. Tidak ada lagi seluruh masyarakat yang 
naik sepeda, tetapi yang terlihat adalah banyaknya masyarakat yang mengendarai 
mobil. Demikian juga dengan model pakaian yang menjadi ciri khas masyarakat Cina, 
saat ini sudah digantikan dengan setelan jas dan dasi seperti yang biasa digunakan di 
negara-negara kapitalis barat.   
 Tulisan ini akan mencoba menjelaskan sejauh mana kapitalisme sebagai 
identitas baru Cina muncul dalam masyarakat dan apakah kapitalisme bisa diterima 
sebagai identitas baru masyarakat dan politik Cina. Sebagai penjelasan juga akan 
ditambahkan bagaimana peralihan dari sosialisme Cina tradisional ke sosialisme pasar 
dan akhirnya menuju kapitalisme dan Bagaimana perkembangan kapitalisme itu sendiri 
di negeri Cina.  
 
Identitas Nasional  
  Pembahasan mengenai identitas Cina adalah pembahasan mengenai identitas 
nasional. Hal ini tidak selalu merujuk pada identitas fisik, tapi juga identitas sistem itu 
sendiri. Pemikiran mengenai identitas nasional akan menuntun pada penciptaan 
identitas itu sendiri yang berikutnya juga akan mencakup masalah identitas ekonomi. 
Identitas nasional sebagai identitas masyarakat juga merupakan pilihan rasional yang 
selalu mengikuti keinginan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik. Pemikiran tentang 
keamanan ekonomi dan perkembangan ekonomi kepitalis Cina sebagai identitas baru.   
   Identitas nasional adalah sebuah identitas yang mencakup perasaan 
kesatuan masyarakat secara politik, meskipun tidak selalu bersifat kuat. Kesatuan 
masyarakat secara politik ini tentunya menekankan pentingnya kesatuan lembaga 
politik dan satu norma dasar mengenai hak dan kewajiban dari seluruh anggota 
masyarakat. Identitas nasional juga memerlukan tempat, dimana seluruh anggota 
masyarakat merasa menjadi bagian dari tempat itu. (Smith, 1991:9) Pada dasarnya 
identitas politik atau identitas nasional adalah kesamaan yang dimiliki masyarakat 
dalam mengikuti sebuah aturan hukum dan lembaga politik yang ada di negara 
tersebut.    
 Masalah identitas nasional sendiri sebenarnya bisa diliihat sebagai hal yang 





bisa membedakan identitas berdasarkan penampilan fisik seseorang. Warna kulit, tinggi 
badan, bentuk rambut, bentuk mata, warna mata dan ciri-ciri fisik lainnya membedakan 
identitas suatu bangsa dengan bangsa lain. Ini juga yang membedakan anggota 
(rakyat) dari suatu negara dengan negara lainnya. Sementara dari sisi imajinasi, 
identitas lebih dilihat sebagai suatu konsep. Pemikiran kitalah yang membentuk 
identitas dan rasa kebangsaan. (Kellas, 1998:27) Rakyat membayangkan bahwa 
mereka adalah bagian dari suatu negara dan mereka memiliki identitas untuk menjadi 
bagian dari negara tersebut. Dengan imajinasi ini pula mereka membangun hubungan 
sosial dengan anggota masyarakat lain dan pemerintahnya.    
 Salah satu dari hubungan sosial itu adalah hubungan atau interaksi dalam 
bidang ekonomi. Masing-masing orang sebagai anggota masyarakat suatu negara 
tentunya memiliki kepentingan ekonomi. Dalam mengkaji hal ini, para ilmuwan yang 
berpendapat bahwa masalah identitas disebabkan oleh kepentingan ekonomi atau 
kepentingan kelas menyodorkan alasan bahwa kepentingan ekonomi akan 
mengakibatkan pembenaran tindakan eksploitasi ekonomi pada kelompok lain. 
Kepentingan ekonomi dicapai dengan menggunakan masalah identitas sebagai alasan 
untuk membatasi kelompok lain dari kesempatan ekonomi, hak untuk memiliki tanah 
dan bangunan, dan hak untuk mempekerjakan orang lain (Binder, 1991:2). Hanya saja 
perlu diingat di sini bahwa kepentingan ekonomi muncul bila masing-masing individu 
sadar akan kebutuhannya dan mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan 
pilihan secara rasional pada semua tindakannya.  
 Sementara teori pilihan rasional sendiri selalu menyatakan bahwa identitas 
adalah hasil dari pilihan strategi yang paling rasional oleh para individu, yang masing-
masing berusaha memaksimalkan kebutuhannya. Mungkin saja terjadi pembatasan 
kelompok terhadap keinginan individu ini, tetapi berdasar pandangan teori ini, jika 
pilihan itu menawarkan hasil yang lebih baik, maka individu akan keluar dari identitas 
yang dimiliki dan negara yang membatasinya. (Binder, 1991:3) 
 Identitas kenegaraan dalam tangkapan individu masyarakat biasanya berada 
pada posisi inferior dibandingkan identitas yang mereka tangkap dalam kelompok kecil. 
Identitas kelompok kecil biasanya akan menjadi musuh dari negara, dan karenanya 





menghilangkan perbedaan perbedaan mereka, atau bila ternyata identitas kelompok itu 
cukup besar, maka akan ada kemungkinan identitas kelompok itu akan diangkat 
menjadi identitas nasional. Jadi memang hanya negaralah yang berkompeten untuk 
memunculkan dan mempertahankan identitas nasional.  (Akbar, 2002:18) 
   Di negara Cina sendiri masalah identitas ini menjadi bagian dari masalah 
keamanan nasional. Cina merapkan ide comprehensive security yang dalam Bahasa 
Cina disebut sebagai Zhonghe Anquan. (Jian Yang, dalam Hoadley and Ruland, 
2006:87) Selain masalah militer, keamanan nasional di Cina juga berarti penjagaan 
keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan sosial, keamanan lingkungan hidup, 
keamanan kemanusiaan dan keamanan teknologi. Dan yang lebih penting, keamanan 
militer tidak bisa dicapai tanpa keamanan ekonomi, tanpa perekonomian yang kuat.  
 Reformasi ekonomi Cina telah berhasil menaikkan standar kehidupan secara 
luar biasa bagi sebagian besar masyarakat Cina. Pada awal abad 21 ini, pemerintah 
Cina sendiri telah berhasil mencapai target untuk menaikkan GNP hingga 4(empat) kali 
lipat dari standar tahun 1980. Pemerintah Cina juga berhasil menghapuskan 
kemiskinan di Cina pada tahun 2000, meskipun banyak terjadi fluktuasi ekonomi. 
Tantangan untuk meningkatkan taraf hidup petani masih tetap ada dan mungkin 
bertambah sulit. (Hunter and Sexton, 1999:204) Industri milik pemerintah yang 
mengalami kerugian akhirnya berhasil dipindah tangankan ke pihak swasta. Perbankan 
berhasil dijalankan lagi setelah sebelumnya harus menanggung kerugian perusahaan 
milik negara. Naiknya Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri Cina pada tahun 1998 dan 
kemudian digantikan hingga saat ini oleh PM Wen Jiabao menunjukkan keseriusan 
Cina untuk lebih bergerak ke arah ekonomi pasar, atau lebih tepatnya kapitalisme 
dengan segala identitas yang mengikutinya.  
 
Identitas dan Politik Cina  
   Beberapa tulisan memang sudah membahas mengenai Cina, tetapi sebenarnya 
tidak ada yang secara spesifik menunjuk pada kasus identitas ini. Salah satu tulisan 
yang mendekati kajian tentang identitas baru Cina dan kapitalisme adalah tulisan 





   Wesserstrom menjelaskan tentang beberapa kesalahan pemikiran ilmuwan 
barat dalam memahami krisis politik di Cina. Pemahaman pemikiran barat tentang Cina 
yang akan terpecah karena kebijakan pemerintah Cina yang tidak menentu. Pada satu 
sisi, pemerintah Cina tetap menerapkan kebijakan penindasan terhadap pihak-pihak 
yang tidak setuju dengan kebijakan pro kapitalisme. Pada sisi lain, pemerintah rela 
mengalah dengan mengorbankan apa saja untuk mempertahankan stabilitas, meskipun 
itu harus memenuhi tuntutan para pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan pemilik 
pabrik, atau bahkan dengan memenjarakan pejabat tingkat desa (yang sebenarnya 
menjadi basis Partai Komunis Cina) untuk memenuhi tuntutan protes masyarakat desa 
terhadap pemberlakuan pajak.  
 Kritik Wesserstrom dalam hal ini tepat dengan mengatakan bahwa para ilmuwan 
barat terlalu dipengaruhi oleh kondisi terkini dari Cina, mereka kurang melakukan 
analisa secara menyeluruh. Dari sudut pandang Politik Identitas sendiri, pemikiran 
Wesserstrom menjadi sejalan ketika fokus mengarah pada identitas. Tidak terdapat 
kebijakan yang bertentangan dari pemerintah Cina bila mendasari diri dari pandangan 
bahwa identitas baru Cina sudah tidak sama lagi dengan pada masa Mao.  Penindasan 
dan segala bentuk kekerasan terhadap pihak anti negara disesuaikan dengan 
kebutuhan pembangunan identitas kapitalis itu sendiri, tidak bertitik tolak dari ide 
tentang kesamaan seperti pada masa sosialisme tradisional. Pemikiran Wesserstrom 
sekali lagi mendapat pembenaran dari politik identitas ketika menegaskan tentang 
slogan pemerintah “menjadi kaya itu baik dan hebat”. Slogan ini menjadi identitas, baik 
sebelum maupun setelah adanya penolakan terhadap pemerintah dalam demonstrasi 
lapangan Tian Anmen tahun 1989.      
 Hal yang terlewatkan dalam pembahasan Wesserstrom adalah pentingnya 
identitas dalam segala bentuk penolakan terhadap pemerintah Cina. Perubahan bentuk 
protes dijelaskan Wesserstrom dalam bentuk kepentingan yang terus diperjuangkan 
oleh berbagai kelompok di Cina. Hal ini menjadi mudah bila dijelaskan dalam konteks 
pencapaian identitas. Dari sini akan terlihat bahwa bentuk protes boleh berubah, tetapi 
tuntutannya tetap menuju ke arah identitas baru Cina yaitu kapitalisme. 
 Terkait dengan legitimasi yang ditawarkan oleh Wesserstrom, bahwa pemerintah 





identitas baru Cina, dimana pembangunan ini akan mengangkat semua kemiskinan di 
Cina pada saatnya nanti. Pembangkangan terhadap pemerintah sendiri akan 
merupakan krisis terhadap legitimasi. Tetapi dengan identitas pemerintah yang lebih 
sering menggunakan setelah jas dan dasi, dengan berbagai identitas kapitalis lain, 
maka masyarakat Cina tentunya menuntut identitas yang sama dimana kapitalisme 
menjadi ciri utama, dengan tetap menegakkan keterbukaan, penegakan hukum dan 
kesejahteraan bagi rakyat Cina.   
 Pemikiran yang sejenis juga datang dari Vivienne Shue, dalam tulisannya 
“Legitimacy Crisis in China?” (dalam Gries and Rosen, 2004), yang membahas 
legitimasi dari arah yang berbeda dengan Wesserstrom. Legitimasi dipandang adalah 
wujud dari kepentingan ekonomi yang juga terkait dengan identitas kapitalis di Cina.  
 Fareed Zakaria (2006) ahli politik Asia yang lain, menjelaskan identitas baru Cina 
dalam konteks hubungan luar negeri. Dimana Amerika Serikat harus memperbaharui 
politik luar negerinya karena kemunculan Cina sebagai kekuatan baru kapitalisme 
dunia. Sementara Orville  Schell (2008) menjelaskan keinginan Cina untuk mempunyai 
identitas yang sama dengan masyarakat dunia yang lain, sekaligus melupakan identitas 
Cina sebagai bangsa yang pernah dipermalukan bangsa barat selama satu abad. 
Kedua pemikiran ini bisa dikembangkan bahwa kapitalis dengan segala keunggulannya 
adalah identitas baru yang diinginkan seluruh masyarakat Cina, sejalan dengan tujuan 
dan ide dari pemerintah Cina. Bila dikaitkan lagi dengan masalah legitimasi, identitas 
kapitalisme ini tentunya terkait juga dengan segala elemen yang mengikutinya, 
termasuk kesejahteraan umum, keterbukaan, penegakan hukum, dan kesamaan 
identitas antara pemerintah dan rakyat.    
 
Dari Sosialis Pasar menjadi Kapitalis   
 Identitas Cina adalah perubahan menjadi kapitalisme. Mao Zedong dalam 
semboyannya yang terkenal untuk menghancurkan gerakan kanan dan menghapus 
semua sisa-sisa kapitalis sangat keras dalam hal ini. Bahkan Deng Xiaoping sendiri 
pernah dicap sebagai pengkhianat nomor 2 di Cina. Awal tahun 1950an Mao sempat 
mengeluarkan kampanye gerakan seratus bunga, yang mengijinkan berbagai pemikiran 





kepada pemerintah dan Mao sendiri, maka yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan 
di Cina. Pada sisi lain, kekacauan itu sendiri berujung kepada menguatnya identitas 
Cina yang sangat anti kapitalis dan liberalis, dan menguatkan pemikiran Mao dalam 
segala bidang.  
 Segala identitas barat yang juga diwakili oleh lawan Mao di seberang selat 
Taiwan yaitu Chiang Kai Shek harus dihapuskan dari daratan Cina. Tidak ada mobil 
buatan barat, tidak ada teknologi yang mencerminkan pemikiran atau buah  pemikiran 
kapitalis di Cina. Hal ini tercermin dengan fokus pengembangan teknologi Cina yang 
hanya bertumpu pada teknologi militer, nuklir dan pendukung teknologi pertanian 
daratan (Long, 1999:626). Teknologi untuk perkotaan dan kawasan pesisir (yang 
biasanya menjadi fokus industri pasar pada ekonomi kapitalis) diabaikan oleh Mao. 
Pemutusan hubungan dengan Uni Soviet kembali menegaskan identitas Cina yang 
mandiri, dengan sosialisme versi Mao. Cina sendiri akhirnya semakin menegaskan 
perbedaannya dengan dunia barat dan juga kemudian Eropa Timur. Teori tiga dunia 
versi Mao memunculkan identitas Cina yang merujuk pada petani. Teknologi artinya 
teknologi pertanian, pendidikan artinya pendidikan pertanian, ekonomi artinya kesama 
rataan. Hal ini terlihat pada kebijakan Mao (yang disebut xiaxiang), yang mengirimkan 
17 juta orang yang berpendidikan tinggi dari kota ke desa-desa di pelosok Cina pada 
tahun 1968. (Bonnin, 2004)  
 Pembangunan industri di Cina yang menekankan pada industri baja 
memunculkan kelas sepeda di Cina. Selain menghasilkan baja yang bermutu tinggi, 
program itu juga menghasilkan bencana kelaparan di Cina, yang berujung merosotnya 
wibawa Mao di kalangan para pemimpin Cina. Pada saat wafatnya Mao tahun 1976, 
sebenarnya telah terlihat peralihan identitas Cina. Hal ini dimulai dengan ketidak 
percayaan sebagian masyarakat pada sistem sosialis yang dibangun oleh Partai 
Komunis Cina. Kegagalan demi kegagalan Mao mengembalikan ingatan masyarakat 
Cina pada sistem ekonomi Cina yang lama, masa kekaisaran.  
  Ajaran tradisional Cina juga mencuat kembali. Nilai-nilai Konfusius dan Taoisme 
kembali diperhatikan. Meskipun tetap merujuk ke arah kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan, nilai-nilai ini juga mengarahkan masyarakat Cina agar 





penghargaan yang lebih tinggi terhadap kaum cerdik cendikia dan hukuman yang ketat 
pada anggota masyarakat yang tidak mau bekerja keras.  
  Dengan nilai-nilai yang sama juga akhirnya Deng Xiaoping naik ke puncak 
kekuasaan Cina. Ide Konfusianisme diterapkan dengan semboyan “tidak masalah 
apakah kucingnya berwarna hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus”. 
(CNN:1999). Oleh Deng, ide tentang kesejahteraan masyarakat lebih ditekankan dari 
pada pembedaan kelas (borjuis dan petani atau kapitalis dan proletar). Bukan 
persaman dalam kemiskinan dan keterbelakangan yang dikejar lebih dulu, tetapi harus 
menuju ke arah peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ide ini kemudian 
tertuang dalam konsep sosialisme pasar.    
  Konsep Deng ini juga yang akhirnya berhasil membawa perubahan dalam 
konstitusi Cina. Pada tahun 1982 dengan dukungan mayoritas anggota Kongres Rakyat 
Nasional, dan pimpinan PKC akhirnya ide tentang sosialisme pasar mulai diterima. 
Sistem pertanian kolektif kemudian digantikan oleh sistem sewa pakai. Tanah pertanian 
milik negara boleh digunakan oleh masyarakat secara mandiri dengan sistem sewa 5 
hingga 10 tahun. (Shuyi Feng, 2008). Kemudian diberikan juga penghargaan kepada 
petani (atau kelompok petani) yang berhasil meningkatkan hasil panennya. Dampak 
positif yang terjadi dengan adanya sistem pertanian yang berbeda dengan identitas 
komunis ini adalah meningkatnya hasil panen secara besar-besaran dan juga 
meningkatnya kesejahteraan petani Cina secara keseluruhan.  
  Dengan memperhatikan perbedaan keadaan petani di Kawasan Timur Laut Cina 
(yang telah menggunakan sistem sewa pakai) dengan di daerah lain yang 
menggunakan sistem petanian kolektif yang menjadi identitas komunis, maka 
pemerintah kemudian menganjurkan sistem ini digunakan di seluruh Cina.  
 Peralihan identitas Cina dari identitas sosialis menjadi kapitalis dapat kita lihat 
pada perubahan konstitusi Cina sendiri. Konstitusi Cina pertama kali diberlakukan pada 
tahun 1954. Setelah itu mengalami perubahan pada tahun 1975, 1978, 1982 dan 
akhirnya mendapat amandemen pada tahun 2004. Sebenarnya dalam perubahan dari 
sosialisme pasar ke kapitalisme masih terdapat tiga kali lagi amandemen konstitusi 
Cina, yaitu pada tahun 1988, 1993 dan 1999. Kesemuanya mencerminkan tingkat 





  Pada masa awal berkuasanya Mao, konstitusi Cina jelas didasari oleh identitas 
sosialisme Marx dan Lenin. Konsitusi ini mirip dengan apa yang dimiliki oleh Uni soviet 
kecuali bahwa bentuk negara Cina adalah negara kesatuan, berbeda dengan Uni 
Soviet yang berbentuk negara Federal. Pada maksud yang sama, konstitusi Uni Soviet 
sendiri menyebutkan tentang hak untuk memisahkan diri dari negara bagiannya (yang 
disebut Republik) sedangkan Cina, meskipun juga terdiri dari berbagai (suku) bangsa,  
sama sekali menentang hal tersebut.  
  Konstitusi yang ditetapkan tahun 1954 ini menekankan pentingnya diktator 
proletariat dan posisi partai komunis sebagai pelindung kaum pekerja. Istilah kaum 
pekerja sendiri merujuk pada buruh dan petani kecil. Sayangnya konstitusi yang telah 
disusun dengan baik dan juga melibatkan beberapa kelompok lain selain partai komunis 
ini tidak dapat berjalan dengan baik. Kampanye anti golongan kanan tahun 1957 
menggagalkan banyak hak rakyat yang tercantum di dalam konstitusi. Hal ini terus 
berlangsung hingga dimulainya ravolusi kebudayaan yang dicetuskan oleh Mao. 
Presiden terpilih Liu Shaoqi yang seharusnya berkuasa secara sah menurut konsitusi 
bahkan kemudian ditangkap, dan kemudian meninggal di tahanan rumah. Posisi 
presiden kemudian tidak pernah diisi lagi. (The Columbia Encyclopedia, 2008) 
Konstitusi 1954 tidak bisa diberlakukan pada masa revolusi kebudayaan, segala bentuk 
pemerintahan di Cina diisi dan dijalankan dengan sistem yang tidak jelas. Pemilihan 
dilakukan dengan kekuatan massa dan bahkan dengan kekerasan di jalan. Partai 
Komunis Cina dengan tentara merah dan Mao Zedong menjadi yang paling berkuasa di 
Cina. Bagi banyak pengamat politik internasional sendiri, hal inilah yang kemudian 
menjadi identitas Cina dan juga identitas sosialis versi Cina. Pada masa revolusi 
kebudayaan Cina muncul sebagai negara sosialis yang tertutup, miskin, terbelakang 
dan penuh dengan kekacauan.  
  Mao Zedong kemudian berusaha memformalkan kekuasaannya dan 
memperbaiki Cina dengan membentuk konstitusi 1975. Konstitusi ini mempertegas 
identitas Cina yang sangat komunis dengan pemerintahan yang totaliter. Sayangnya 
kontitusi ini tidak berumur lama karena segera disusul oleh meninggalnya Mao pada 
tahun 1976. Angin politik setelah itu tidak menguntungkan kubu pendukung Mao dan 





1978 segera dibentuk. Hua Guofeng yang menggantikan posisi Mao terbukti mau 
bekerja sama dengan kelompok pendukung reformasi yang menginginkan kemajuan 
Cina. Deng Xiaoping akhirnya muncul di puncak kekuasaan dan berhasil membuat 
konsitusi baru pada tahun 1982.  
 Kemunculan konstitusi 1982 dan Deng Xiaoping inilah yang kemudian 
mengangkat identitas sosialis baru Cina, yaitu sosialisme pasar. Identitas baru yang 
kemudian muncul adalah modernisasi Cina. Identitas Cina yang penuh keterbelakangan 
digantikan dengan Cina yang modern di segala sisi. Baik dalam bidang pertanian, 
industri, teknologi, maupun militer. Empat modernisasi adalah identitas Cina baru. 
 Pada tahun 1984, sudah terlihat perubahan identitas pada sistem perekonomian 
Cina. Ide Marx, Lenin dan Mao mulai ditinggalkan. Perekonomian tidak lagi diatur 
menurut arahan dari pemerintah di Beijing tetapi mulai bergerak menurut sistem pasar 
bebas. Pergerakan ekonomi terencana yang dulu bersifat kaku dan terpusat dari Beijing 
digantikan dengan sistem pasar yang bergerak menurut untung rugi dan sistem harga 
barang. Permintaan dan penyediaan barang, naik turunnya harga, keuntungan dan 
kerugian dalam sistem perekonomian semuanya bergerak menurut pasar.  
 Sementara pada tahun 1988 identitas ini semakin dikuatkan dengan adanya 
perubahan pada pasal 10 dan pasal 11 konstitusi Cina. Pasal 10 paragraf 4 yang 
sebelumnya berbunyi “tidak ada satupun organisasi atau individu yang boleh membeli, 
menjual atau menyewakan tanah, atau memindahtangankan secara ilegal dengan cara 
apa saja”, kemudian digantikan dengan, “tidak ada satupun organisasi atau individu 
yang boleh membeli, menjual tanah atau memindahtangankan secara ilegal dengan 
cara apa saja. Hak untuk menggunakan tanah bisa diberikan dengan arahan dan 
persetujuan hukum.” (Pu Zengyuan, 1992:162). Penekanan pada penggunaan tanah 
sudah berubah pada tahap ini. Identitas sosialis Cina yang sebelumnya menekankan 
penguasaan dan penggunaan tanah oleh negara, digantikan dengan ijin untuk 
menyewakan dan menggunakan tanah (kepada individu dan organisasi), selama tidak 
bertentangan dengan hukum. Sementara pada pasal 11 yang menjelaskan tetang 
operasional sistem ekonomi dan peran negara ditambahkan satu paragraf khusus yang 
menjelaskan tentang perekonomian swasta. “Negara mengijinkan ekonomi swasta 





Perekonomian swasta merupakan pelengkap dari sistem ekonomi sosialis masyarakat. 
Negara melindungi hak-hak hukum dan kepentingan dari perekonomian swasta dan 
menyediakan arahan, supervisi dan administrasi.” (Chen Jianfu, 2009) 
 Identitas kapitalis Cina semakin diperkuat dengan amandemen pasal 11 ini yang 
dilakukan kembali pada tahun 1999.  Secara keseluruhan pasal ini ditulis ulang menjadi 
“Ekonomi individu, ekonomi swasta dan sektor kepemilikan non-publik lain seperti yang 
dinyatakan oleh hukum, adalah bagian yang penting dari ekonomi pasar sosialis 
negara.” Kemudian pada paragraf berikutnya, “Negara melindungi hak-hak hukum dan 
kepentingan dari ekonomi individu dan ekonomi swasta. Negara menyediakan arahan, 
supervisi dan administrasi bagi ekonomi individu dan ekonomi swasta.” (Balme dan 
Lihua, 2008: 156)  
  Pada tahun 2004, sekali lagi pasal ke 11 ini diamandemen. Paragraf kedua 
ditambahkan lagi sehingga berbunyi, “Negara melindungi hak-hak hukum dan 
kepentingan dari ekonomi individu, ekonomi swasta dan kegiatan ekonomi non publik 
yang lain. Negara mengajak, mendukung, menyediakan arahan untuk pengembangan 
kegiatan ekonomi non publik, dan melakukan supervisi dan administrasi bagi ekonomi 
non publik sesuai dengan undang-undang.” (Chen Jianfu, 2009) 
  Penguatan identitas kapitalis ini memang terlihat dari berbagai amandemen pada 
konsitusi Cina. Pembukaan konstitusi Cina pada paragraph ke 7 mengalami tiga kail 
amandemen yaitu pada tahun 1993, 1999 dan 2004. Sementara pada paragraf 10 
pembukaan mendapat dua kali amandemen yaitu tahu 1993 dan 2004.  
  Selain dalam pasal 10 dan pasal 11 seperti yang telah dijelaskan di atas, 
beberapa pasal lain juga mendapat amandemen yang kesemuanya mengarah pada 
kapitalisme Cina. Pasal 5 pada tahun 1999 mendapat tambahan kalimat yang 
menegaskan negara berdasar hukum. Pasal 6 pada tahun yang sama juga mendapat 
tambahan 1 paragraf yang isinya menekankan kemunculan dan peran kepemilikan dan 
kegiatan perekonomian individu yang bisa berjalan bersama-sama dengan ekonomi 
negara. Pasal 7 mendapat amandemen pada tahun 1993 yang mengalihkan istilah 
perekonomian yang dijalankan negara menjadi perekonomian milik negara.  
  Pasal 8 diamandemen tahun 1993 untuk menegaskan peralihan bentuk 





Pasal yang sama kemudian diamandemen kembali tahun 1999 untuk menegaskan 
pentingnya sistem ekonomi pedesaan dengan sistem kontrak dan unit operasi yang 
bisa dipisahkan dengan ekonomi kolektif pedesaan.  
  Pasal yang cukup penting adalah pasal 10 paragraf 3 yang baru diamandemen 
pada tahun 2004. Pasal ini kemudian menyatakan bahwa pengambil alihan atau 
pengalihan kepemilikan tanah kepada negara yang dilakukan sesuai dengan hukum 
dan dengan memberikan konpensasi yang sesuai. Pasal ini sekaligus membuktikan 
bahwa ada hak kepemilikan tanah pada warga negara. Dengan kata lain, setelah 
setengah abad, akhirnya kepemilikan individu kembali diakui.  
  Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada paragraph ke 4 pasal yang sama 
sebenarnya telah terjadi amandemen pada tahun 1988. Yang sebelumnya melarang 
segala bentuk jual beli dan penyewaan tanah, menjadi boleh menyewakan tanah pada 
individu atau organisasi sesuai dengan hukum.   
  Perubahan identitas menjadi kapitalis ini memang sangat terlihat ketika terjadi 
amandemen tahun 2004. Pasal 13 diamandemen sehingga memperlihatkan secara 
jelas hak untuk memiliki tanah dan properti lain. Demikian juga untuk hak waris, dan 
sekali lagi ada penegasan untuk kewajiban negara untuk memberikan konpensasi 
kepada warganegara yang haknya diambil oleh pemerintah. Itupun dengan aturan yang 
jelas dari hukum. Pasal 14 mendapatkan tambahan satu paragraph tentang jaminan 
keamanan social, seperti yang terdapat di negara-negara kapitalis.  
  Pasal 33 pada tahun 2004 juga mendapat tambahan yaitu negara mengakui 
adanya hak asasi manusia dan melindungi hak asasi manusia. Pasal 59 paragraf 1 
mendapat tambahan mengenai Daerah Administrasi Khusus (yang menunjuk Hongkong 
dan Macau). Pasal 67 pada no 20 mendapat perubahan, dari negara menetapkan 
keadaan perang, menjadi negara menetapkan keadaan darurat yang semuanya diatur 
oleh hukum.  Hal yang sama juga terjadi pada pasal 80 dan pasal 89. Sementara 
sistem negara diperbaiki di pasal 81 tentang tugas presiden dan pasal 98 tentang  
masa jabatan kongres di semua tingkat pemerintahan. Selain itu ada juga amandemen 
di pasal 136 yang menetapkan lagu kebangsaan Cina. (Chen Jianfu, 2009)  
  Pasal lain yang pernah mendapat amandemen pada tahun 1993 adalah pasal 





juga merubah pasal 28. Kesemua amandemen itu menunjukkan tahap-tahap 
perubahan Cina yang semula menganut identitas sosialis menjadi kapitalis. Istilah 
kapitalis sendiri tidak pernah digunakan di Cina dan mereka tidak mengakui bahwa 
mereka menganut ideology kapitalisme. Tetapi bila identitas mereka sendiri 
menunjukkan bahwa mereka hamper 100% sama dengan negara-negara kapitalis, 
pengakuan seperti itu memang tidak diperlukan. Politik identitas memang mengacu 
pada penggunaan identitas untuk kepentingan politik, tanpa harus memperhatikan 
ideology dan factor-faktor lain. Dan ketika konstitusi sendiri sudah menyatakan seperti 
itu, maka tidak ada lagi yang perlu diragukan.  
 
Kapitalisme sebagai identitas baru 
 Kapitalisme Cina memang bukan merupakan hal yang baru bila melihat sejarah 
perkembangan Cina. Kecuali masa Mao berkuasa, selebihnya Cina merupakan negara 
kapitalis. Bahkan ketika Mao berkuasa pun, Cina perantauan di seluruh dunia bergerak 
dengan sistem kapitalis, dan ini pula yang menunjang keberhasilan Cina sebagai 
bangsa yang besar. Salah satu program utama Deng ketika mengadakan reformasi 
adalah memulangkan para intelektual Cina yang berada di luar negeri. Fenomena brain 
drain (pindahnya para pemikir ke luar negeri) segera dihentikan, brain gain digalakkan. 
Reformasi Deng juga berusaha memulangkan sebagian besar kekayaan Cina di luar 
negeri, termasuk utamanya kekayaan dari orang Cina perantauan. Hal ini kemudian 
dibuktikan dengan banyaknya investor Cina dari luar negeri yang ternyata adalah Cina 
perantauan.   
  Investasi dari Cina perantauan ini yang turut memberikan perubahan pada status 
kepemilikan pada perusahaan-perusahaan di Cina. Perusahaan negara dialihkan 
kepemilikannya menjadi perusahaan swasta dalam berbagai tingkat dan jenis 
kepemilikan. Proses ini sebenarnya tidak mudah dijalankan, karena sangat berbeda 
dengan apa yang terjadi di Eropa Timur dan negara-negara sosialis lain. Tetapi kuatnya 
keinginan pemerintah untuk memajukan ekonomi mengakibatkan proses ini dapat 
berjalan dengan cepat. Proses privatisasi melibatkan juga proses politik dan hukum. 
Kesemuanya harus berjalan secara bersama. Hasilnya adalah hampir 40.000 





beralih ke tangan swasta hanya dalam 20 tahun pertama setelah Deng berkuasa 
(Huchet, 2000 : 48).  Padahal total perusahaan pemerintah dalam sektor industri hanya 
sekitar 126.000. Perusahaan swasta nasional kemudian menjalankan hamper 
seperempat kapasitas produksi industri. Dan bila ditambahkan dengan perusahaan 
asing, maka jumlahnya akan mencapai 45% pada tahun 2002.  
  Pada tahun 2003, berbagai sistem perekonomian dengan identitas sosialis 
sudah lenyap. Termasuk segala kelemahan, penyimpangan dan korupsi yang mengikuti 
sistem itu. Perekonomian memang masih menjadi sektor utama dalam penyerapan 
tenaga kerja, tetapi semuanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Demikian juga 
dalam sektor jasa yang dalam ekonomi sosialis tidak pernah diperhatikan karena selalu 
dikerjakan oleh pemerintah atau dianggap merupakan kewajiban masyarakat, dan 
bukan merupakan sektor ekonomi. Pada tahun 2003 sektor ini sudah hampir mencapai 
angka 32% dalam perekonomian Cina. (China Statistical Yearbook, 2004). Tingkat 
likuiditas juga meningkat sangat pesat, sebagai identitas yang berubah dari sosialis ke 
kapitalis. Angka yang merupakan perbandingan antara uang beredar dengan GDP ini 
biasanya sangat kecil di negara-negara sosialis ini mencapai angkat 90% pada tahun 
1990 dan bahkan mencapai 165% pada tahun 2001 (Cal and Lin, 2003: 74). Padahal 
pada tahun 1980, angka itu hanya mencapai 32% pada tahun 1980. Sejak tahun 
1990an, perekonomian Cina menunjukkan tingginya penawaran, jika dibanding dengan 
permintaan barang. Sama seperti di negara kapitalis, hal ini menimbulkan persaingan 
dalam perusahaan Cina sendiri. Akibatnya iklim bisnis menjadi lebih kompetitif.  
  Meskipun masih terdapat beberapa proteksi dalam perekonomian nasional, 
pasar kapitalis Cina tumbuh pesat sejak awal 2000an. Penduduk perkotaan semakin 
banyak yang artinya tingkat konsumsi juga semakin tinggi. Jumlah orang yang tinggal di 
kota diperkirakan mencapai 200 juta orang. Mereka semua membutuhkan makanan, 
pakaian, berbagai kebutuhan rumah tangga dan juga pendidikan. Tentunya ini 
merupakan pasar industri yang besar.  Dengan sistem perekonomian yang baru, peran 
bank semakin besar, sehingga bisa menyediakan dana awal untuk membuka segala 
jenis usaha dagang, jasa dan industri. Pasar Cina sendiri tentunya tidak mungkin 





jumlah kelas menengah yang mencapai 5 juta hingga 10 juta orang setiap tahun, 
tentunya menjadi tantangan pasar tersendiri bagi ekonomi kapitalis Cina yang baru.  
  Seperti juga yang terjadi di negara-negara kapitalis lain (bukan sosialis), Cina 
menginvestasikan dana yang cukup besar untuk kegiatan riset dan pengembangan. 
Dengan investasi sebesar 60 milyar dolar, Cina berada di tempat ketiga setelah 
Amerika Serikat yang sebesar 282 milyar dolar dan Jepang  yang sebesar 104 milyar 
dolar. Tetapi pada tahun 2001 saat itu, Cina sudah mengungguli jerman yang hanya 
menginvestasikan dana 54 milyar dolar untuk riset. (Financial Times, 2003). Cina juga 
telah menghasilkan 459.000 insinyur yang bergerak dalam bidang industri, sementara 
pada tahun 2002 hampir 3,2 juta orang Cina melanjutkan pendidikan di perguruan 
tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang sebelumnya ditutup juga kemudian dibuka 
kembali.  
  Dalam bidang infrastruktur, sekali lagi ciri-ciri kapitalisme terlihat. Dari tahun 
1982 hingga tahun 2002 telah dibangun tambahan jalan raya spanjang 1,7 juta 
kilometer, yang 19 ribu diantaranya merupakan jalan tol. Rel kereta api juga bertambah 
hingga 70% dalam kurun waktu yang sama. Jalur penerbangan udara yang meliputi 
bandara dan pesawat kapasitasnya meningkat pesar hingga bisa mengangkut 
penumpang sebanyak 100 juta orang pertahun. Demikian juga adalam bidang 
penyediaan listrik yang telah mencapai penyediaan energi sebesar 1,4 milyar kWh. 
Bidang komunikasi lebih menunjukkan sisi kapitalis Cina, karena sektor ini memang 
bukan merupakan kebutuhan pokok, dan lebih bersifat konsumtif. Dengan 300 juta 
orang pengguna telepon genggam, Cina menjadi pasar terbesar di dunia dalam bidang 
ini. Ditambah lagi dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 110 juta orang. 
(China Hand, 2002)  
  Hal yang lebih menunjukkan identitas kapitalis adalah datangnya modal asing ke 
Cina yang mencapai 470 milyar dolar. Jumlah ini setara dengan seperempat dari total 
modal asing yang berada di negara-negara berkembang. Hal ini juga kemudian 
mengubah struktur penanaman modal asing di Cina secara keseluruhan. Perusahaan 
asing menyumbangkan 50% dari total ekspor Cina, dan 30% dari total industri Cina. 
Cina juga menjadi kekuatan raksasa dalam perdagangan internasional. Hal yang cukup 





asing, Cina mencatat surplus yang besar dalam neraca perdagangannya hingga 
berhasil mencapai rekor sebesar 825 milyar dolar. Selain itu, sesungguhnya modal dan 
perusahaan asing ini juga berperan besar dalam memberikan identitas baru bagi Cina 
yang berupa teknologi baru, sistem manajemen baru dan sistem pelatihan tenaga kerja 
yang juga baru. Kesemuanya lebih mencirikan Cina yang kapitalis.   
  Pada sisi yang lain, pesatnya perkembangan investasi di Cina, selain membawa 
kemajuan ekonomi, ternyata juga membawa identitas kapitalisme yang lain. 
Pertumbuhan yang pesat di kawasan pesisir terutama dalam bidang industri juga 
membawa pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran sungai dan danau di Cina 
tercatat sangat tinggi, mencapai 75% pada tahun 2009. Bahkan untuk kandungan air 
tanah, pencemaran di Cina mencapai 90%. (Water Pollution, 2009) Ini artinya sekitar 
320 juta rakyat Cina menggunakan air yang sudah tercemar untuk air minum dan 
kehidupan sehari-hari. Padahal pada masa sebelumnya, dan seperti yang terjadi pada 
umumnya di negara-negara sosialis, pencemaran lingkungan bukanlah masalah yang 
berarti. Pejabat pemerintah Cina tentu saja menolak tuduhan pencemaran ini, tetapi 
laporan WHO menyebutkan bahwa 75% penyakit di Cina disebabkan oleh pencemaran 
air. Bahkan menurut WHO juga, pencemaran ini bertanggung jawab atas kematian 
100.000 orang Cina setiap tahun.(Water Pollution, 2009) 
  Pencemaran ini juga jelas berasal dari perkembangan industri baru yang sejalan 
dengan tumbuhnya kapitalisme di Cina. Kasus tercemarnya sungai Song Hua akibat 
meledaknya pabrik kimia Jilin, yang merupakan anak perusahaan dari Petro China 
pada tanggal 1 November 2005 menyadarkan pemerintah (dan dunia internasional) 
bahwa industri dan kapitalisasi memang membawa dampak baru yang negatif. Sungai 
Song Hua adalah sumber air utama bagi distrik Harbin yang merupakan pusat 
pemerintahan provinsi Heilongjiang. Harbin sendiri mempunyai penduduk sebanyak 9 
juta jiwa. (Socialist World, 2005) Pemerintah sendiri akhirnya mengakui dampak ini. 
Wakil Menteri Perlindungan Alam Cina, Pan Yue menyatakan bahwa ada krisis 
lingkungan di Cina, dan khususnya untuk masalah air. Ia juga mengakui bahwa krisis 
datang lebih cepat dari perkiraan.(Water Pollution, 2009)  
 Ketimpangan sosial masyarakat adalah identitas baru lain yang ada di Cina. 





kota. Sementara masyarakat di desa dan kota-kota lain di pedalaman Cina tetap miskin. 
Koefisien GINI yang biasa digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mengukur 
ketimpangan sosial menunjukkan angka 0,30 pada tahun 1980,tetapi meningkat pesat 
pada tahun 2008 menjadi 0,48. Jumlah penduduk miskin di Cina juga meningkat pesat 
menjadi 300 juta orang pada tahun 2008. Ini seperti yang dilaporkan oleh bank dunia.  
   
 
Kesimpulan   
  Negara Cina bukanlah negara sosialis lagi seperti yang dipahami orang secara 
tekstual. Klaim bahwa Cina merupakan negara sosialis hanya bisa terlihat jelas dengan 
merujuk pada nama negara yang Republik Rakyat Cina. Dalam praktiknya, selain 
sistem politik yang terpusat dan sangat kuat, hampir seluruh bagian dari bangsa Cina 
telah menunjukkan identitas sosialis. Dari masyarakat perkotaan dan pengusaha yang 
kuat dan tumbuh pesat, hingga insfrastruktur dan peralatan yang digunakan oleh 
masyarakat.  
  Dengan memperhatikan proses sejarah perubahan, kita mengetahui bahwa 
perubahan identitas Cina adalah pilihan yang diambil oleh para pemimpin Cina. Tanpa 
harus mengganti nama, berbagai institusi politik dan sistem kenegaraan, Cina telah 
berhasil menunjukkan identitas baru. Keterbatasan dalam pergantian identitas negara 
diatasi dengan berbagai amandemen pada konstitusi Cina. Amandemen yang dilakukan 
pada tahun 1988, 1993, 1999 dan 2004 ini menegaskan peralihan identitas Cina yang 
secara perlahan namun pasti berubah menjadi kapitalis. Secara ideology, Cina mungkin 
masih menganut sosialisme yang bertujuan memberikan kesejahteraan pada seluruh 
rakyat Cina, tetapi melihat identitas baru yang muncul, Cina adalah negara kapitalis. 
  Identitas baru ini juga mendukung diterimanya Cina dalam percaturan politik 
internasional. Berbagai kemudahan kemudian didapat. Penerimaan dari berbagai 
negara semakin besar, seiring dengan dibukanya pasar Cina sekaligus dibukanya pintu 
investasi asing di Cina. Akibat yang ditimbulkan adalah pembangunan secara besar-
besaran di segala sektor, kemajuan dalam bidang ekonomi dan selanjutnya potensi 
yang besar untuk menyaingi Amerika Serikat sebagai raksasa ekonomi dunia. Namun 





dengan yang terjadi di negara-negara kapitalis, yaitu pencemaran lingkungan dan 
ketimpangan sosial.    
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